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ABSTRAK 

 

Masjid sering menjadi pusat berbagai aktivitas masyarakat, sehingga dipenuhi oleh 

beragam kelompok. Kondisi ini menjadikan masjid sebagai ruang strategis yang rentan 

dimanfaatkan dalam kontestasi politik, termasuk dalam Pilkada Kota Bekasi 2024. Pada 

pilkada ini, dua pasangan calon diketahui menggunakan masjid sebagai sarana kampanye, 

dengan melibatkan Ustadz dan Ustadzah dalam prosesnya. Penelitian ini bertujuan 

mengkaji penggunaan dan pengawasan masjid dalam konteks kampanye politik Pilkada 

Kota Bekasi 2024. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif. Kajian dilakukan melalui analisis laporan ke Bawaslu serta 

metode pengawasan yang diterapkan Bawaslu bersama MUI dan DMI Kota Bekasi. Tiga 

laporan penggunaan masjid dianalisis menggunakan empat unsur kampanye politik 

Cangara: komunikator, sasaran, pesan dan simbol, serta media. Hasil penelitian 

menemukan adanya tiga masjid yang digunakan untuk kampanye oleh pasangan Heri 

Koswara–Sholihin dan Tri Adhianto–Harris Bobihoe. Kampanye dilakukan secara 

terselubung melalui ceramah keagamaan, simbol, serta gestur dukungan dari Ustadz dan 

Ustadzah. Kedekatan ideologis antara tokoh agama dan pasangan calon menjadi faktor 

utama praktik ini. Dalam aspek pengawasan, Bawaslu bersama MUI dan DMI telah 

menerapkan enam pendekatan pengawasan: preventif, represif, formal, informal, 

langsung, dan tidak langsung. Namun, pengawasan yang dilakukan belum efektif dalam 

mencegah praktik kampanye di masjid secara menyeluruh. Adapun rekomendasi dalam 

penelitian ini yakni diperlukan adanya pengawasan yang lebih menyeluruh untuk 

menangkal adanya kampanye di masjid. Penelitian ini berkontribusi dalam kajian 

kampanye politik berbasis agama, khususnya peran masjid dan tokoh agama. Hasil kajian 

dapat menjadi rujukan akademisi dan pemuka agama untuk memahami serta 

meningkatkan pengawasan terhadap penyalahgunaan masjid dalam kontestasi politik. 

 

 

Kata kunci: Kampanye di Masjid, Pengawasan Masjid, Pilkada Kota Bekasi 2024, 

Bawaslu Kota Bekasi

mailto:bintangbagus810@gmail.com
http://www.fisip.undip.ac.id/
mailto:fisip@undip.ac.id


ABSTRACT 

 

Mosques often serve as centers for various community activities, attracting diverse 

groups of people. This condition makes mosques a strategic space vulnerable to political 

contestation, including during the 2024 Bekasi City Regional Election (Pilkada). In this 

election, two candidate pairs were reported to have used mosques as campaign venues, 

involving local Ustadz and Ustadzah in the process. This study aims to examine the use 

and supervision of mosques in the context of political campaigning during the 2024 

Bekasi City Pilkada. The research employs a qualitative method with a descriptive 

approach. The analysis was carried out through reports submitted to Bawaslu (Election 

Supervisory Body) as well as the supervision methods applied by Bawaslu in 

collaboration with the Indonesian Ulema Council (MUI) and the Indonesian Mosque 

Council (DMI) of Bekasi City. Three reports of mosque use were analyzed using 

Cangara's four elements of political campaigns: communicator, target, message and 

symbol, and media. The findings reveal that three mosques were used for covert 

campaigning by the candidate pairs Heri Koswara–Sholihin and Tri Adhianto–Harris 

Bobihoe. The campaigns were conducted subtly through religious sermons, symbols, and 

supportive gestures from Ustadz and Ustadzah. The ideological closeness between 

religious figures and the candidate pairs was a major factor behind these practices. In 

terms of supervision, Bawaslu, together with MUI and DMI, implemented six supervisory 

approaches: preventive, repressive, formal, informal, direct, and indirect. However, these 

measures have not been fully effective in preventing political campaigns in mosques. This 

study recommends the need for more comprehensive oversight to curb mosque-based 

political campaigning. This research contributes to the study of religion-based political 

campaigns, particularly regarding the role of mosques and religious figures. The findings 

can serve as a reference for academics and religious leaders to better understand and 

enhance supervision against the misuse of mosques in political contests. 
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PENDAHULUAN 

Agama dan politik merupakan dua 

entitas yang memiliki hubungan erat dan 

saling memengaruhi dalam kehidupan 

masyarakat. Dalam praktiknya, agama 

sering digunakan sebagai landasan nilai 

dan norma sosial, sementara negara 

menggunakan agama sebagai legitimasi 

moral dalam menetapkan kebijakan. 

Namun, dominasi salah satu entitas 

terhadap yang lain bisa menimbulkan 

persoalan; dominasi agama dapat 

menciptakan hipokrisi moral, sementara 

dominasi negara berisiko menyingkirkan 

peran agama dari ruang publik. Oleh 

karena itu, keseimbangan antara agama 

dan negara sangat penting dalam 

kehidupan berbangsa. 

Perdebatan mengenai relasi antara 

agama dan politik telah lama 

berlangsung. Sebagian pihak mendorong 

peran agama dalam politik, mengarah 

pada konsep teokrasi, sementara pihak 

lain menolak keterlibatan agama dalam 

urusan politik, karena dianggap sebagai 

urusan privat. Dalam konteks Indonesia, 

meski negara tidak berdasarkan agama 

tertentu, nilai-nilai religius tetap 

mewarnai kebijakan dan praktik 

kehidupan bernegara. Relasi ini juga 

mencerminkan keberadaan tiga 

paradigma besar: negara agama, negara 

sekuler, dan negara yang menjunjung 

etika agama tanpa menjadikannya 

ideologi formal. 

Dalam pandangan tokoh-tokoh 

seperti Al-Maududi dan Abdurrahman 

Wahid, tidak terdapat pemisahan antara 

agama dan negara. Mereka melihat bahwa 

nilai-nilai agama harus menjadi dasar 

dalam kehidupan bernegara, termasuk 

dalam hal politik. Pemikiran ini tercermin 

dalam realitas politik Indonesia, di mana 

nilai-nilai Islam tetap menjadi landasan 

moral masyarakat, meskipun negara tidak 

menganut sistem teokrasi secara formal. 

Agama pun digunakan sebagai sumber 

etika dan norma dalam praktik politik. 

Relasi antara agama dan politik 

menjadi lebih nyata dalam masa 

kampanye politik, khususnya menjelang 

pemilihan umum. Masjid sebagai pusat 

kegiatan keagamaan sering menjadi ruang 

yang dimanfaatkan untuk kepentingan 

politik praktis. Aktivitas seperti kajian, 

ceramah, atau peringatan hari besar Islam 

menjadi media yang potensial untuk 

menyampaikan pesan politik, baik secara 

terselubung maupun terbuka. Situasi ini 

diperparah dengan kedekatan antara 

pengurus masjid atau ustadz dengan 

pasangan calon tertentu. 

Padahal, regulasi hukum secara tegas 

melarang penggunaan tempat ibadah 

untuk aktivitas kampanye politik. 

Undang-Undang Pemilu, Peraturan KPU, 

serta Surat Edaran Menteri Agama telah 

menyatakan larangan terhadap kampanye 

di tempat ibadah. Meski demikian, dalam 

praktiknya, banyak pelanggaran terjadi, 



termasuk di Kota Bekasi. Masjid kerap 

dijadikan arena kampanye karena 

dipandang strategis dalam membangun 

kedekatan dengan pemilih yang religius. 

Kota Bekasi sendiri memiliki 

dinamika religiusitas dan politik yang 

kuat. Beberapa masjid di kota ini 

teridentifikasi menjadi lokasi 

penyampaian pesan politik menjelang 

Pilkada. Aktivitas ceramah atau khutbah 

yang bermuatan politis menjadi bukti 

adanya politisasi agama di ruang ibadah. 

Kondisi ini diperkuat oleh kuatnya 

komunitas keagamaan dan hubungan 

sosial yang erat, sehingga menjadikan 

masjid sebagai ruang strategis dalam 

meraih dukungan elektoral. Hal inilah 

yang melatarbelakangi pentingnya 

dilakukan penelitian tentang 

pengawasan kampanye politik di masjid 

pada Pilkada Kota Bekasi 2024.  

TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menjelaskan dan menganalisis 

pelanggaran penggunaan masjid sebagai 

tempat kampanye politik serta bentuk 

pengawasan terhadap aktivitas tersebut 

dalam konteks Pilkada 2024 di Kota 

Bekasi. 

KERANGKA TEORITIS 

1. Kampanye Politik 

Cangara (2012) menjelaskan kampanye 

politik yakni aktivitas komunikasi yang 

ditujukan untuk memberikan pengaruh 

terhadap orang lain agar memiliki 

wawasan, sikap, dan perilaku yang 

tentunya sesuai dengan khendak penyebar 

atau pemberi informasi. Cangara juga 

menjelaskan bahwa komunikasi politik 

dalam kampanye politik merupakan 

kegiatan yang bersifat politik, memiliki 

akibat-akibat politik, serta memiliki 

pengaruh terhadap perilaku politik. 

Tentunya agar tujuan kampanye politik 

dapat tercapai, diperlukan sebuah strategi 

komunikasi dalam konteks kampanye 

politik. Cangara (2009) mengemukakan 

bahwa terdapat empat jenis ciri-ciri 

komunikasi dalam konteks kampanye 

politik yakni komunikator, target sasaran, 

pesan dan simbol, serta pemilihan media. 

Salah satu media yang kemudian 

digunakan untuk kampanye politik yakni 

beberapa masjid di Kota Bekasi. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya laporan 

kampanye politik di masjid pada gelaran 

Pilkada Kota Bekasi 2024. Hal ini yang 

kemudian membuat perlunya analisis 

terdapatnya 4 ciri komunikasi dalam 

konteks kampanye politik menurut 

Cangara.  

2. Pengawasan 

Penulis menggunakan teori pengawasan 

sosial berupa “Social Control Theory” 

dari Morris Janowitz (1975) yang 

menjelaskan kontrol sosial sebagai 

upaya untuk melakukan pengawasan 



dalam lingkungan sosial yang dibangun 

karena sejatinya manusia memiliki 

kecenderungan untuk tidak menaati 

aturan. Jnowitz menekankan kontrol 

sosial internal yang mengacu pada nilai 

dan norma, serta keyakinan individu 

yang tertanam pada diri mereka 

memengaruhi perilaku mereka. 

Janowitz juga menilai individu yang 

memiliki kotrol sosial akan kecil 

kemungkinan untuk menyimpang, jika 

menyimpang maka pengawasan lebih 

ketat dilakukan. 

Penulis menggunakan 6 jenis 

pengawasan dari model-model 

pengawasan menurut ahli yakni 2 

pengawasan menurut Simbolon (2004: 

61-62) yakni pengawasan preventif dan 

pengawasan represif. Pengawasan 

preventif yakni yang dilakukan 

sebelum rencana itu dilakukan. 

Sementara itu pengawasan represif 

yakni pengawasan yang dilakukan 

setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. 

Kemudian 2 pengawasan menurut 

Hasibuan (2005: 248) yakni 

pengawasan formal dan pengawasan 

informal.  

Pengawasan formal yakni pengawasan 

yang secara formal dilakukan oleh unit/ 

aparat pengawasan yang bertindak atas 

nama pimpinan organisasinya atau 

atasan dari pimpinan organisasi itu. 

Sementara itu pengawasan informal 

yakni pengawasan yang tidak melalui 

saluran formal atau prosedur yang telah 

ditentukan. Kemudian 2 pengawasan 

menurut (Sururama & Amalia, 2020: 73) 

yakni pengawasan langsung dan 

pengawasan tidak langsung. Pengawasan 

langsung yakni apabila aparat 

pengawasan/pimpinan organisasi 

melakukan pemeriksaan langsung pada 

tempat pelaksanaan pekerjaan, baik 

dengan sistem inspektif, verifikatif, 

maupun dengan sistem investigatif. 

Sementara itu pengawasan tidak 

langsung yakni apabila aparat 

pengawasan/pimpinan organisasi 

melakukan pemeriksaan pelaksanaan 

pekerjaan hanya melalui laporan-laporan 

yang masuk kepadanya. 

Salah satu tempat yang kemudian perlu 

diawasi yakni masjid-masjid di Kota 

Bekasi. Beberapa masjid di Kota Bekasi 

tentunya dipimpin oleh seorang Ulama 

atau Ustadz yang kemudian berelasi 

politisi-politisi di Kota Bekasi. Hal ini 

yang kemudian membuat masjid-masjid 

di Kota Bekasi perlu diawasi karena 

ditakutkan akan digunakan sebagai 

tempat kegiatan kampanye politik pada 

gelaran kontestasi politik seperti Pilkada 

Kota Bekasi 2024.  

3. Ruang Publik  

Jurgen Habermas (1989) 

mendefinisikan ruang publik sebagai 

ruang masyarakat yang privat (sphere of 

private people) yeng kemudian 

membentuk sebuah ruang publik untuk 



kemudian memperbincangkan seluruh 

masalah publik. Sifat dari ruang publik 

sendiri yakni terbuka bagi siapa saja 

yang kemudian memiliki konsentrasi 

pada kekuasaan dalam bentuk perintah 

untuk memecah belah namun juga 

memangkas prinsip landasan aturan 

tersebut. Bagi Habermas, ruang publik 

harus berisikan masyarakat privat yang 

bertujuan untuk bebas dari kendali 

pemerintahan agar opini publik dapat 

terbentuk dan mencapai konsensus sosial 

yang terbebas dari sensor dan dominasi. 

Ruang Publik dalam konteks 

penelitian ini yakni masjid sebagai 

tempat berkumpulnya beberapa orang 

seperti politisi, ustadz, dan jemaah 

masjid. Hal yang kemudian terjadi 

yakni adanya kampanye politik dimana 

terdapat ajakan untuk memilih dan 

mendukung politisi yang hadir dalam 

masjid tersebut pada Pilkada Kota 

Bekasi 2024.  Ruang publik  bukan  

dikatakan sebagai sebuah tempat, 

namun sebagai ruang yang terbuka bagi 

siapa saja untuk mengutarakan 

pendapatnya  kepada semua orang.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan jenis 

penelitian deskriptif. Lebih lanjut, 

informasi mengenai pengawasan yang 

terjadi akan dilakukan dengan proses 

wawancara secara langsung dengan 

Bawaslu Kota Bekasi, Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) Kota Bekasi, Dewan 

Masjid Indonesia (DMI) Kota Bekasi. 

Kemudian informasi mengenai kampanye 

politik akan dilakukan dengan proses 

wawancara secara langsung dengan Tim 

Kampanye, Ustadz dan Ustadzah di 

masjid yang dilaporkan, serta jemaah 

masjid yang dilaporkan.  

Adapun situs penelitian ini yakni Bawaslu 

Kota Bekasi; MUI Kota Bekasi; DMI Kota 

Bekasi; Ustadz dan Ustadzah di DKM 

Masjid terlapor Al-Wasilah, Masjid At 

Taqwa, serta Mushola Uswatun Hasanah; 

serta Jemaah di Masjid Al-Wasilah, 

Masjid At-Taqwa, serta Mushola Uswatun 

Hasanah. Kemudian subjek penelitian ini 

yakni  

1. Vidya Nurul Fathia, S.IP., M.I.Pol 

yang merupakan Ketua Badan 

Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota 

Bekasi 2023-2028; 

2. Muhammad Sodikin S.H. yang 

merupakan Anggota dan Koordinator 

Divisi Penanganan Pelanggaran dan 

Data Informasi Badan Pengawas 

Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi 2023-

2028; 

3. Drs. KH. Saifuddin Siroj yang 

merupakan Ketua Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) Kota Bekasi 2024-

2029; 

4. Dr. Drs. H. Jaja Jaelani, M.M. yang 



merupakan Ketua Pengurus Daerah 

Dewan Masjid Indonesia (DMI) 

Kota Bekasi 2020-2025; 

5. Ustadz Toha yang merupakan Ustadz 

di Masjid Al-Wasilah; 

6. Jayadi yang merupakan jemaah 

Masjid Al-Washilah; 

7. Ustadz Didi Soewandi yang 

merupakan Ustadz di Masjid At-

Taqwa; 

8. Kiswadi yang merupakan jemaah 

Masjid At-Taqwa; 

9. Ustadzah Nur Indah yang merupakan 

Ustadzah di Mushola Uswatun 

Hasanah;  

10. Ibu Ainur yang merupakan jemaah 

Mushola Uswatun Hasanah. 

 

Kemudian teknik pengumpulan data 

dilakukan melalui wawancara secara 

langsung kepada narsumber dan subjek 

penelitian. Adapun dokumentasi juga 

menjadi teknik pengumpulan data 

dengan banyak mengambil dokumentasi 

dari media dan juga narasumber 

langsung seperti Bawaslu Kota Bekasi, 

Ustadz dan Ustadzah di masjid terlapor, 

serta Jemaah di masjid terlapor.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Penggunaan Masjid Untuk 

Kegiatan Kampanye Politik Pada 

Pilkada Kota Bekasi 2024 

1. Dugaan Penggunaan Masjid Al-

Wasilah Untuk Kegiatan 

Kampanye Politik 

Terdapat dugaan penggunaan Masjid 

Al-Wasilah yang berlokasi di 

Kelurahan Cikiwul, Kecamatan 

Bantargebang, Kota Bekasi untuk 

kegiatan kampanye politik pada 

Pilkada Kota Bekasi 2024. Hal ini 

sejatinya terungkap berdasarka lappran 

yang diterima oleh Bawaslu Kota 

Bekasi. Bawaslu Kota Bekasi 

menerima laporan kampanye yang 

dilakukan di masjid oleh Calon 

Walikota Bekasi nomor urut satu yakni 

Heri Koswara. Dalam laporan ini juga 

terdapat Ustadz Toha yang merupakan 

seorang Ustadz di di Masjid Al-

Wasilah. Laporan ini berisikan terdapat 

kampanye yang dilakukan oleh Ustadz 

Toha dan Heri Koswara. Terdapat 

ajakan untuk memilih pasangan Heri-

Sholihin yang dilakukan di dalam 

masjid. Hal ini juga dibarengi dengan 

viralnya foto Heri yang berfoto dengan 

jemaah. Pada foto tersebut Heri dan 

jamaah masjid mengacungkan pose 

satu jari setelah melaksanakan Shalat 

Jumat pada tanggal 4 Oktober 2024. 

Adapun peneliti akan menganalisis 

komunikator, target sasaran, pesan dan 

simbol, serta pemilihan media dari 

adanya peristiwa ini.  

a. Komunikator 

Dalam peristiwa ini peneliti 

menganalisis jika komunikator adalah 

Ustadz Toha dan Heri Koswara sendiri. 

Ustadz yang memang sering menjadi 

imam di Masjid Al-Wasilah. Tentunya 

sebagai seorang Ustadz yang juga 



tinggal di sekitaran masjid 

membuatnya dikenal banyak orang. 

Ustadz Toha juga merupakan Ketua 

DKM Masjid Al-Wasilah.  Sementara 

itu Heri  merupakan Politisi Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) dan dalam 

Pemilu sebelum sebelumnya yang 

membuatnya terpilih menjadi anggota 

DPRD Kota Bekasi dan DPRD 

Provinsi Jawa Barat.   

b. Target Sasaran 

Peneliti menganalisis target sasaran 

dalam peristiwa ini yakni jemaah 

Masjid Al-Wasilah. Jika kita telisik 

dalam kegiatan Shalat Jumat yang 

dihadiri Heri pada tanggal 4 Oktober 

2024 pada saat itu terdapat sekitar 60-

an orang hadir. Berdasarkan data yang 

didapat oleh penulis, masjid ini 

sejatinya tercatat beberapa kali 

mengundang Heri Koswara untuk 

menjadi imam dan khatib pada 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

oleh masjid ini. 

c. Pesan dan Simbol  

Berdasarkan laporan dari Bawaslu 

Kota Bekasi, laporan kampanye Heri 

Koswara tidak terbukti dimana tidak 

ada ajakan untuk memilih dalam 

kegiatan khutbahnya di Masjid Al-

Wasilah. Namun penulis 

menganalisis bahwa memang terdapat 

ajakan untuk memilih yang dilakukan 

oleh Ustadz Toha. Berdasarkan 

wawancara dengan Ustadz Toha, 

kesamaan pemikirannya soal Islam 

dengan Heri membuat Ustadz Toha 

mendukung Heri dalam kontestasi 

Pilkada Kota Bekasi 2024. 

 Penulis juga menjelaskan dan 

menganalisis jika terdapat simbol yang 

ditunjukkan oleh Heri dan jemaah 

masjid pada foto yang beredar. Pada 

foto yang beredar dapat dilihat jika 

Heri dan jemaah masjid mengacungkan 

satu jari. Penulis menganalisis jika 

simbol mengacungkan satu jari yang 

dilakukan oleh Heri dan jemaah 

dimaksudkan untuk mendukung 

pasangan calon nomor urut 1 yakni 

Heri-Sholihin. 

d. Penilihan Media  

Dalam peristiwa ini, Masjid Al-

Wasilah dipilih sebagai tempat untuk 

berkampanye. Penulis menganalisis 

jika penggunaan masjid dan media 

tatap muka secara langsung dipilih 

pada kampanye ini. Hal ini karena 

memang sejatinya kegiatan awal adalah 

ibadah yang harus dilakukan secara 

langsung yakni Shalat Jumat yang 

dilakukan di Masjid Al-Washilah 

dengan Ustadz Toha sebagai Khatib 

dan Heri Koswara sebagai Imam dari 

Shalat Jumat ini. Berdasarkan analisis 

penulis, kedekatan antara masjid 

dengan pasangan calon membuat 

adanya kampanye politik terjadi di 

masjid ini. 

 

 

 



2. Penggunaan Mushola Uswatun 

Hasanah Untuk Kegiatan 

Kampanye Politik 

Terdapat penggunaan Mushola 

Uswatun Hasanah yang berlokasi di 

Kelurahan Jatimekar, Kecamatan 

Jatiasih, Kota Bekasi untuk kegiatan 

kampanye politik pada Pilkada Kota 

Bekasi 2024. Hal ini sejatinya 

terungkap berdasarkan lappran yang 

diterima oleh Bawaslu Kota Bekasi. 

Bawaslu Kota Bekasi menerima 

laporan kampanye yang dilakukan di 

masjid oleh pasangan calon nomor 

urut 1 Heri-Sholihin. Laporan ini 

sejatinya melaporkan Istri sekaligus 

Tim Sukses dari pasangan calon 

nomor urut 1 Heri-Sholihin yakni 

Ustadzah Nur Indah. Laporan ini 

berisikan terdapat kampanye yang 

dilakukan oleh Ustadzah Nur Indah 

di tempat ibadah. Terdapat ajakan 

untuk memilih pasangan Heri-

Sholihin yang dilakukan di dalam 

masjid. Hal ini juga dibarengi dengan 

viralnya foto dan video Ustadzah 

Nur Indah dengan para jemaah 

masjid pada acara Maulid Nabi 

Muhammad SAW yang 

dilaksanakan pada Minggu, 29 

September 2024. Pada foto itu juga 

terdapat Alat Peraga Kampanye 

(APK) pasangan Heri-Sholihin. APK 

yang terdapat di dalam masjid 

tersebut berupa standing banner 

bergambar pasangan Heri Sholihin 

Tentunya dalam kasus penggunaan 

Mushola Uswatun Hasanah untuk 

kegiatan kampanye politik ini, 

terdapat empat ciri kampanye yang 

kemudian bisa dianalisis yakni 

komunikator yang membawakan 

pesan kampanye politik, target sasaran 

dari jemaah masjid yang 

mendengarkan kampanye politik, 

pesan dan simbol politik yang hadir 

dan dibawakan oleh komunikator, 

serta yang terakhir yakni pemilihan 

media masjid yang digunakan untuk 

kampanye politik oleh pasangan Heri-

Sholihin. 

a. Komunikator 

Dalam peristiwa ini peneliti 

menganalisis jika komunikator adalah 

Ustadzah Nur Indah sendiri. Ustadzah 

Nur Indah sejatinya merupakan Istri 

Calon Walikota dari pasangan nomor 

urut 1 yakni Heri Koswara. Selain itu, 

Ustadzah Nur Indah juga merupakan 

Ustadzah yang sering mengisi kajian 

dan acara yang terdapat di beberapa 

majelis talim di Kelurahan Jatimekar 

Kecamatan Jatiasih. Hal ini 

dikarenakan rumah Ustadzah Nur 

Indah yang berada sama dengan 

alamat mushola ini membuat ia sering 

mengisi kajian dan acara di mushola 

ini. 

Dalam kegiatan sosial, Nur Indah 

merupakan pemilik Rumah Belajar 

Ibtisamah yang merupakan rumah 

belajar yang didedikasikan untuk anak 



-anak tunarungu antara 2-12 tahun. 

Dalam karir politiknya, Nur Indah 

merupakan pengurus Bidang 

Perempuan dan Ketahanan Keluarga 

DPD PKS Kota Bekasi dan Jawa 

Barat. Tidak hanya pengaruh politik, 

alasan utama Mushola Uswatun 

Hasanah 69 mengundang Ustadzah 

Nur Indah yakni karena memiliki 

daya tarik dalam pengaruh agama 

dimana Nur Indah yang notabene 

juga merupakan Ustadzah di Kota 

Bekasi. Namun, patut digarisbawahi 

jika sebelumnya Nur Indah sendiri 

yang menawarkan ke pihak Majelis 

Talim Uswatun Hasanah untuk 

mengisi acara maulid ini. 

b. Target Sasaran 

Peneliti menganalisis target sasaran 

dalam peristiwa ini yakni jemaah 

Mushola Uwatun Hasanah, 

khususnya majelis talim ibu-ibu 

Uswatun Hasanah. Jika kita telisik 

dalam kegiatan Maulid Nabi 

Muhammad SAW yang dihadiri 

Ustadzah Nur Indah pada tanggal 29 

September 2024 pada saat itu 

terdapat sekitar 200-an orang yang 

hadir. 

Jemaah didominasi oleh ibu-ibu yang 

tergabung dalam majelis talim 

tersebut. Kampanye ini sejatinya 

terbukti cukup signifikan, selain 

karena Nur Indah dan Heri yang 

memang berdomisili di Kecamatan 

Jatiasih, pasangan Heri Sholihin 

mengungguli lawan-lawannya di 

Kelurahan Jatimekar yang notabene 

merupakan lokasi mushola ini. 

Pasangan Heri-Sholihin meraup 8.124 

suara atau 50.44%. Pada suara Jatiasih, 

pasangan ini juga meraup kemenangan 

dengan meraup 50.425 suara atau 

53,50%. 

c. Pesan dan Simbol 

Penulis menganalisis jika memang 

terdapat ajakan untuk memilih 

pasangan Heri-Sholihin yang 

dilakukan oleh Ustadzah Nur Indah 

pada kegiatan Maulid Nabi 

Muhammad yang diselenggaran di 

Mushola Uswatun Hasanah. Penulis 

menganalisis jika alasan kekeluargaan 

membuat Ustadzah Nur Indah 

berkampanye di mushola ini. Selain 

itu, Ustadzah Nur Indah merasa masjid 

dan mushola juga tentunya bisa 

dimanfaatkan untuk kegiatan-kagiatan 

politik yang tentunya positif bagi 

masyarakat dimana masyarakat bisa 

cerdas dalam emmilih karena 

mengetahui visi, misi, serta program 

yang akan dilaksanakan para calon. 

Penulis juga menjelaskan dan 

menganalisis jika terdapat APK 

berupa standing banner pasangan 

Heri-Sholihin. Ini kemudian menjadi 

indikasi bahwa memang benar-benar 

terjadi penggunaan Mushola Uswatun 

Hasanah untuk kampanye. Banner 

tersebut sejatinya bertuliskan “Beri 

Solusi Majuin Bekasi Heri-Sholihin” 



yang lengkap dengan foto Heri 

Koswara dan Sholihin. Ustadzah Nur 

Indah sejatinya menyatakan tidak 

mengetahui adanya banner pasangan 

Heri-Sholihin di dalam mushola, ia 

menyatakan bahwa sedang fokus 

memaparkan visi, misi, serta 

program kerja untuk jemaah. 

d. Pemilihan Media 

Dalam peristiwa ini, Mushola 

Uswatun Hasanah dipilih sebagai 

tempat untuk berkampanye. Penulis 

menganalisis jika penggunaan 

masjid dan media tatap muka secara 

langsung dipilih pada kampanye ini. 

Hal ini karena memang sejatinya 

kegiatan awal adalah ibadah yang 

harus dilakukan secara langsung 

yakni Maulid Nabi Muhammad 

SAW yang dilakukan di Mushola 

Uswatun Hasanah dengan Ustadzah 

Nur Indah sebagai narasumber dari 

kegiatan ini.  

Berdasarkan analisis penulis, 

kedekatan antara masjid dengan 

pasangan calon membuat adanya 

kampanye politik terjadi di masjid 

ini. Hal inilah yang kemudian 

membuat penulis yakin bahwa 

terdapat penggunaan Masjid Al 73 

Wasilah untuk kampanye politik 

pasangan calon Heri-Sholihin 

dimana terdapat ajakan untuk 

memilih. Selain itu, keempat ciri-ciri 

kampanye dalam hal ini 

komunikator, target sasaran, pesan 

dan simbol, serta pemilihan media 

yang sudah terpenuhi. 

3. Penggunaan Masjid At-Taqwa 

Untuk Kegiatan Kampanye 

Politik 

Terdapat penggunaan Masjid At-

Taqwa yang berlokasi di Jelurahan 

Sepanjang Jaya, Kecamatan 

Rawalumbu, Kota Bekasi untuk 

kegiatan kampanye politik pada 

Pilkada Kota Bekasi 2024. Hal ini 

sejatinya terungkap berdasarkan 

lappran yang diterima oleh Bawaslu 

Kota Bekasi. Bawaslu Kota Bekasi 

menerima laporan kampanye yang 

dilakukan di masjid oleh pasangan 

calon nomor urut 3 Tri-Harris. Dalam 

laporan ini juga terdapat Ustadz Didi 

yang merupakan seorang Ustadz di di 

Masjid At-Taqwa. 

Laporan ini berisikan terdapat 

kampanye yang dilakukan oleh Ustadz 

Didi dan Tri Adhianto. Terdapat ajakan 

untuk memilih pasangan Tri-Harris 

yang dilakukan di dalam masjid. Hal ini 

juga dibarengi dengan viralnya foto Tri 

Adhianto yang berfoto dengan jemaah. 

Pada foto tersebut Heri dan jamaah 

masjid mengacungkan pose tiga jari 

setelah melaksanakan Shalat Shubuh 

berjamaah. 

Tentunya ini membuat masyarakat 

khawatir akan penggunaaan masjid 

untuk kegiatan kampanye politik hadir 

pada Pilkada Kota Bekasi 2024. 

Tentunya dalam kasus penggunaan 



Masjid Al-Taqwa untuk kegiatan 

kampanye politik ini, terdapat empat 

ciri kampanye yang kemudian bisa 

dianalisis yakni komunikator yang 

membawakan pesan kampanye 

politik, target sasaran dari jemaah 

masjid yang mendengarkan 

kampanye politik, pesan dan simbol 

politik yang hadir dan dibawakan oleh 

komunikator, serta yang terakhir 

yakni pemilihan media masjid yang 

kemudian didasarka atas suatu alasa 

yang kemudian digunakan untuk 

kampanye politik oleh pasangan Tri-

Harris. 

a. Komunikator 

Dalam peristiwa ini penulis menganalisis 

jika komunikator adalah Ustadz Didi dan 

Tri Adhianto sendiri. Ustadz Didi 

merupakan Ustadz yang memang sering 

menjadi imam di Masjid At-Taqwa. 

Selain itu, Ustadz Didi juga menjadi 

Ketua DKM Masjid At-Taqwa. 

Tentunya sebagai seorang Ustadz yang 

juga tinggal di sekitaran masjid 

membuatnya dikenal banyak orang. 

Ustadz Didi sejatinya merupakan Imam 

tetap Masjid At-Taqwa dalam setiap 

kegiatannya. 

Begitu pula dengan Tri, tentunya sebagai 

Calon Walikota, masyarakat perlu tahu 

siapa Heri dan apa yang ia tawarkan bagi 

Kota Bekasi kedepan Tri tentunya 

memiliki kredibilitas akan rekam jejak 

dan pengalamannya dalam politik seperti 

misalnya pernah menjadi Wakil 

Walikota Bekasi dan Plt Walikota Bekasi. 

Hal ini yang kemudian sebagai petahana, 

Tri perlu berkampanye agar kans 

kesempatan terpilih kembali semakin 

besar. Kemudian jika dilihan secara 

kekuatannya, Tri dalam politik juga 

merupakan Ketua DPC PDI-P Kota 

Bekasi. Tentunya karena pengalamannya 

itu, utamanya sebagai Wakil Walikota dan 

Plt Walikota, Tri memiliki daya Tarik bagi 

masyarakat. 

b. Target Sasaran 

Penulis menganalisis target sasaran dalam 

peristiwa ini yakni jemaah Masjid At-

Taqwa Jika kita telisik dalam kegiatan 

Shalat Shalat Shubuh yang dihadiri Tri 

pada pada saat itu terdapat sekitar 40-an 

orang hadir. Hal ini sejatinya berdasarkan 

wawancara penulis dengan warga 

Kelurahan Sepanjang Jaya dan juga 

merupakan jemaah Masjid At-Taqwa.  

Berdasarkan data yang didapat oleh 

penulis, masjid ini sejatinya beberapa kali 

dkunjungi Tri. Masjid ini 2 sampai 3 kali 

dikunjungi oleh Tri untuk menunaikan 

ibadah Shalat Tarawih. Hal ini karena 

pada saat menjabat Plt. Walikota, Tri 

memiliki program “Teraweh Keliling” 

yang dilakukan di masjid-masjid di Kota 

Bekasi. 

Jemaah Masjid At-Taqwa sejatinya 

menyambut baik hadirnya Tri ke masjid 

ini, hal ini yang kemudian membuat 

banyak masyarakat sekitar masjid yang 

solid mendukung Tri pada kontestasi 

Pilkada Kota Bekasi 2024. Dalam 



berbagai kampanye Tri di Kelurahan 

Sepanjang Jaya, masyarakat Masjid At 

Taqwa juga sering menghadiri. 

d. Pesan dan Simbol 

Berdasarkan laporan dari Bawaslu Kota 

Bekasi, laporan kampanye Tri Adhianto 

tidak terbukti dimana tidak ada ajakan 

untuk memilih dalam kegiatan Shalat 

Shubuhnya di Masjid At-Taqwa. Namun 

penulis menganalisis bahwa memang 

terdapat ajakan untuk memilih yang 

dilakukan oleh Ustadz Didi. Berdasarkan 

wawancara dengan Ustadz Didi. 

Kedekatan antara dirinya dan juga 

Masjid At-Taqwa dengan Tri Adhianto 

membuat Ustadz Didi mendukung Tri 

dalam kontestasi Pilkada Kota Bekasi 

2024. Selain itu, ia juga menyatakan 

bahwa ajakannya untuk memilih Tri 

tentunya juga berdasarkan suara 

masyarakat masjid dan daerah sekitar 

masjid yang memang solid untuk 

mendukung Tri. 

Penulis juga menjelaskan dan 

menganalisis jika terdapat simbol yang 

ditunjukkan oleh Tri dan jemaah masjid 

pada foto yang beredar. Pada foto yang 

beredar dapat dilihat jika Tri dan jemaah 

masjid mengacungkan satu 3 jari Penulis 

menganalisis jika simbol mengacungkan 

satu jari yang dilakukan oleh Tri dan 

jemaah dimaksudkan untuk mendukung 

pasangan calon nomor urut 3 yakni Tri 

Adhianto-Harris Bobiehoe. 

d. Pemilihan Media 

Dalam peristiwa ini, Masjid At-Taqwa 

dipilih sebagai tempat untuk 

berkampanye. Penulis menganalisis jika 

penggunaan masjid dan media tatap muka 

secara langsung dipilih pada kampanye 

ini. Hal ini karena memang sejatinya 

kegiatan awal adalah ibadah yang harus 

dilakukan secara langsung yakni Shalat 

Shubuh berjamaah yang dilakukan di 

Masjid At-Taqwa dengan Ustadz Didi 

sebagai penceramah dan Imam dari Shalat 

Shubuh ini. Berdasarkan analisis penulis, 

kedekatan antara masjid dengan pasangan 

calon membuat adanya kampanye politik 

terjadi di masjid ini. 

B.  Pengawasan Masjid dari Kampanye 

Politik Pada Pilkada Kota Bekasi 2024 

1. Pengawasan Preventif  

Srategi yang dilakukan Bawaslu Kota 

Bekasi yakni mengarahkan terlebih 

dahulu kepada semua anggota divisi dan 

juga Panwascam dan PKD yang secara 

rutin. Bawaslu Kota Bekasi juga 

menguatan kapasitas pengetahua 

kepemiluan untuk pengawas. Bawaslu 

Kota Bekasi tentunya memastikan jika 

Panwascam memiliki arahan kerja terkait 

dengan pencegahan dan penanganan 

adanya kampanye di masjid, misalnya 

kemungkinan-kemungkinan yang terjadi 

dengan adanya ajakan memilih, 

pembagian Alat Peraga Kampanye (APK), 

pembagian sembako, serta janji untuk 

diberangkatkan umroh dan haji. 

Mekanisme yang digunakan Bawaslu 

Kota Bekasi yakni dengan penguatan 

kapasitas dari Panwascam di seluruh 



kecamatan di Kota Bekasi. Penguatan 

kapasitas ini dilakukan dengan 

menggelar acara Bimbingan Teknis 

(Bimtek). Bawaslu Kota Bekasi 

menggelar Bimtek “Diskusi Upaya 

Pencegahan dan Penanganan 

Pelanggaran Tahapan Pilkada 2024” 

yang diselenggarakan pada tanggal 1 

Juni 2024 bersama dengan seluruh 

Panwascam se-Kota Bekasi. Pada saat 

itu seluruh Panwascam dan PKD se-Kota 

Bekasi dikumpulkan di Kantor Bawaslu 

Kota Bekasi. 

Tentunya terdapat tahapan pencegahan 

dan penanganan kampanye pada Pilkada 

Kota Bekasi 2024 yang menjadi materi 

dalam acara penguatan kapasitas 

tersebut. Salah satu jenis pelanggaran 

kampanye yang disorot dalam materi 

tersebut yakni kampanye di tempat 

ibadah, Bawaslu Kota Bekasi 

mengingatkan agar Panwascam harus 

memberikan upaya pencegahan dengan 

adanya kampanye di tempat ibadah, 

masjid salah satunya. Bawaslu Kota 

Bekasi memberikan kepada Panwascam 

dan PKD se-Kota Bekasi untuk terus 87 

mengawasi masjid dari kampanye politik 

dengan berkoordinasi dengan pengurus 

DKM masjid, Pengurus DMI 

Kecamatan, serta Pengurus MUI 

Kecamatan, serta stakeholder lain yang 

berkaitan. 

Kesulitan yang hadir dalam pengawasan 

preventif yang dilakukan oleh Bawaslu 

Kota Bekasi yakni adanya peran yang 

berbeda dimana Panwascam dan PKD 

harus mengawasi masjid. Ditakutkan 

terjadi konflik kepentingan antara 

Panwascam & PKD dengan DKM perihal 

pengawasan masjid. Kurangnya personal 

Panwascam dan PKD di Kota Bekasi juga 

menjadi kesulitan. 

2. Pengawasan Represif 

Dalam menjalankan pengawasan represif 

ini, Bawaslu Kota Bekasi juga menggelar 

rapat koordinasi. “Rapat Koordinasi 

Bersama Stakeholder dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemilihan Serentak 

Tahun 2024 di Kota Bekasi” dilaksanakan 

pada tanggal 19 Desember 2024 di Ibis 

Styles Bekasi Jatibening. Pada saat itu 

Bawaslu Kota Bekasi juga menjabarkan 

beberapa evaluasi, salah satunya tahapan 

kampanye yang memang terdapat laporan 

adanya kampanye di masjid.  

Bawaslu Kota Bekasi juga menjelaskan 

bentuk penyelesaian dari adanya laporan 

kampanye tersebut kepada stakeholder 

dan audiens. Pada saat itu Bawaslu Kota 

Bekasi mengundang beberapa stakeholder 

berupa organisasi masyarakat seperti 

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama 

(PCNU) Kota Bekasi, Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah Kota Bekasi, Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi, 

Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota 

Bekasi Pemuda Pancasila, serta ormas-

ormas lainnya. 

Bawaslu Kota Bekasi memiliki strategi 

dalam pengawasan represif dimana 

strategi ini terlihat dalam merespon 



laporan perihal adanya kampanye politik 

dalam masjid. Dalam merespon adanya 

kampanye politik di masjid, Bawaslu 

Kota Bekasi akan melakukan 

penjadwalan pemanggilan terhadap 

pasangan calon terlapor, saksi, dan juga 

pelapor. Hasil dari pengawasan ini yakni 

Bawaslu Kota Bekasi menyatakan dalam 

pleno dan rapat koordinasi yang 

dilaksanakan isu agama dan politik 

masih sangat kental di Kota Bekasi, hal 

ini yang kemudian muncul 3 laporan 

penggunaan masjid untuk kampanye 

politik yang berupa kampanye di masjid 

yang kemudian tidak diteruskan dan 

tidak sampai ke tahap penyidikan karena 

tidak cukup bukti. 

3. Pengawasan Formal 

Tentunya dalam menjalankan 

pengawasan pada Pilkada Kota Bekasi 

2024, Bawaslu Kota Bekasi membentuk 

badan ad hoc yakni Panwascam dan 

PKD se Kota Bekasi. Tentunya dalam 

setiap 1 kecamatan, terdapat 3 

Panwascam. Sementara dalam 1 

kelurahan terdapat 1 PKD. Kota Bekasi 

sendiri memiliki 12 kecamatan dan 56 

kelurahan, artinya terdapat 36 

Panwascam dan 56 PKD yang tersebar di 

seluruh kecamatan dan kelurahan di 

Kota Bekasi.  

Secara formal, Bawaslu Kota Bekasi 

tentunya memiliki prosedur pengawasan 

formal dimana Bawaslu Kota Bekasi 

melakukan inventarisir jadwal setiap 

kampanye yang dilakukan oleh masing-

masing pasangan calon, maka dari itu 92 

setiap pasangan calon harus melaporkan 

setiap kampanye yang dilaksanakan, 

dengan demikian Panwascam dan PKD 

se-Kota Bekasi bisa mengawasi setiap 

kampanye pasangan calon di berbagai 

daerah. 

Bawaslu Kota Bekasi meminta MUI Kota 

Bekasi menghimbau umat Islam untuk 

menjaga keamanan, kedamaian, dan 

kelancaran Pilkada Kota Bekasi 2024. 

MUI Kota Bekasi kemudian 

menindaklanjuti koordinasi ini dengan 

mengeluarkan surat himbauan bernomor 

Ket-263/DP-K.XII.XV/XI/2024 yang 

memberitahukan peran penting dalam 

memberikan panduan dan arahan kepada 

umat Islam di Kota Bekasi. Dalam 

fokusnya menangkal kampanye politik di 

masjid pada Pilkada Kota Bekasi 2024, 

Bawaslu Kota Bekasi juga menggandeng 

Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota 

Bekasi. Bawaslu Kota Bekasi meminta 

DMI Kota Bekasi untuk menghimbau 

DKM Masjid se-Kota Bekasi untuk 

menangkal adanya kampanye politik di 

masjid. Hasil dari pengawasan ini yakni 

terdapat 3 laporan kampanye di masjid 

yang masuk. 

a) Laporan Kampanye Heri 

Koswara di Masjid Al-Washilah 

Bawaslu Kota Bekasi menerima 

laporan dari seorang bernama Reza 

Maulana Firdaus pada Kamis, 10 

Oktober 2024. Laporan ini 

melaporkan Calon Walikota Bekasi 



nomor urut 1 yakni Heri Koswara 

yang diduga melakukan kampanye di 

masjid.  Bawaslu Kota Bekasi 

menyatakan jika terdapat laporan 

masuk yang berisi laporan terhadap 

Heri Koswara akan kampanye di 

tempat ibadah berupa foto Heri 

Koswara dan jemaah Masjid Al-

Wasilah mengacungkan 1 jari yang 

juga merupakan nomor urut Heri 

Koswara dalam Pilkada Kota Bekasi 

2024. 

Bawaslu Kota Bekasi langsung 

bertindak cepat dengan mengarahkan 

Panwascam Bantargebang untuk 

meminta klarifikasi terhadap DKM 

Masjid Al-Washilah. Panwascam 

Bantargebang menemui DKM 

Masjid Al-Washilah pada tanggal 

Senin, 14 Oktober 2024. Hasil dari 

pertemuan tersebut yakni 

berdasarkan keterangan Panwascam, 

DKM Masjid Al Washilah hanya 

mengundang Heri Koswara untuk 

menjadi Imam pada Sholat Jumat 

saja, tidak ada ajakan memilih. 

Selain meminta klarifikasi terhadap 

DKM Masjid Al-Wasilah, Bawaslu 

Kota Bekasi juga memanggil Heri 

Koswara untuk dimintai klarifikasi 

terkait dengan laporan tersebut. 

Bawaslu memanggil Heri Koswara 

pada Rabu, 16 Oktober 2024. 

Pemanggilan Heri Koswara 

dilakukan lewat zoom karena pada 

saat itu masih dalam tahapan 

kampanye Pilkada Kota Bekasi 2024. 

Bawaslu Kota Bekasi menyatakan jika 

Heri mengelak apabila dikatakan 

berkampanye di masjid, Heri 

menyatakan diundang oleh DKM dan 

tidak merasa mengajak memilih. 

Selain itu, berdasarkan pemanggilan 

Bawaslu Kota Bekasi, Heri 

menyatakan jika pose jari 1 dalam foto 

tersebut merupakan simbol ketauhidan 

dan keesaan Allah SWT. 

Pada akhirnya laporan ini dihentikan 

dan tidak diteruskan ke tingkat 

penyidikan karena berdasarkan 

penelusuran Panwascam 

Bantargebang dan pemanggilan Heri 

Koswara kasus ini tidak cukup bukti. 

Hal ini karena pelapor dalam 

laporannya tidak bisa menghadirkan 

saksi dan tidak berada saat di lokasi 

kejadian. Selain itu, laporan hanya 

berbukti foto Heri Koswara dengan 

jemaah yang mengacungkan jari satu 

yang cenderung abstrak dan bisa 

diinterpretasikan tergantung 

bagaimana mendefinisikannya, 

kecuali jika terdapat adanya video 

ajakan untuk memilih atau APK yang 

hadir di lokasi kejadian. 

b) Laporan Kampanye Nur Indah 

Harahap di Mushola Uswatun 

Hasanah 

Bawaslu Kota Bekasi menerima 

laporan dari seorang bernama Farid 

101 Hardiman pada Kamis, 10 

Oktober 2024. Laporan ini berisi 



laporan terhadap Nur Indah Harahap 

yang merupakan Tim Sukses 

Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta 

Istri dari Heri Koswara yang diduga 

melakukan kampanye di masjid. 

Bawaslu Kota Bekasi secara formal 

menerima laporan yang berisi 

kampanye di masjid oleh Nur Indah 

Harahap. Laporan tersebut berupa 

video dimana Nur Indah berada di 

masjid dan terdapat APK pasangan 

calon nomor urut 1 Heri Sholihin 

berupa standing banner/x-banner. 

Bawaslu Kota Bekasi langsung 

bertindak cepat dengan 

mengarahkan Panwascam Jatiasih 

untuk meminta klarifikasi terhadap 

Pengurus Mushola Uswatun 

Hasanah. Panwascam Jatiasih 

menemui Pengurus Mushola pada 

tanggal Selasa, 15 Oktober 2024. 

Hasil dari pertemuan tersebut yakni 

berdasarkan keterangan 

Panwascam, Pengurus Mushola 

hanya mengundang Nur Indah 

sebagai narasumber.  

Bawaslu Kota Bekasi memanggil 

Indah melalui Zoom pada Kamis, 17 

Oktober 2024. Berdasarkan 

pemanggilan tersebut, Bawaslu 

Kota Bekasi menyatakan jika Nur 

Indah mengelak apabila dirinya 

dikatakan kampanye di masjid. Ia 

hanya diundang menjadi pembicara 

dan menyampaikan kajiannya 

kepada ibu-ibu. Kemudian 

berdasarkan pemanggilannya dengan 

Bawaslu Kota Bekasi, ia juga tidak 

mengetahui adanya standing banner 

pasangan Heri-Sholihin 

disampingnya. Nur Indah 

menyatakan jika ia fokus dengan 

materi yang disampaikan pada 

jamaah. 

Laporan ini pada akhirnya disetop 

oleh Bawaslu Kota Bekasi. Laporan 

ini tidak diteruskan ke tingkat 

penyidikan dengan alasan 

berdasarkan penelusuran Panwascam 

Jatiasih dan pemanggilan Nur Indah 

kasus ini tidak cukup bukti. Memang 

terdapat video dimana terpampang 

jelas standing banner pasangan Heri-

Sholihin, namun tdalam video 

tersebut tidak ada ajakan untuk 

memilih pasangan Heri-Sholihin. 

c) Laporan Kampanye Tri 

Adhianto di Masjid At-Taqwa 

Bawaslu Kota Bekasi juga menerima 

laporan penggunaan masjid untuk 

kampanye politik oleh Calon Walikota 

dari pasangan nomor urut 3, yakni Tri 

Adhianto. Bawaslu Kota Bekasi 

menerima laporan dari seorang 

bernama Dimas Sangaji Wicaksono 

pada Rabu, 16 Oktober 2024. Laporan 

ini berisi kampanye di masjid yang 

dilakukan oleh Tri Adhianto.  Bawaslu 

Kota Bekasi menerima laporan ini 

yang berisi kampanye di sebuah 

masjid di Rawalumbu yang dilakukan 

oleh Tri Adhianto. Laporan ini berisi 



dimana Tri berpose mengacungkan 3 

jari bersama jamaah di masjid. 

Bawaslu Kota Bekasi mengarahkan 

Panwascam Rawalumbu untuk 

mendatangi Masjid At-Taqwa untuk 

meminta keterangan DKM Masjid 

At-Taqwa terkait dengan adanya foto 

tersebut. Panwascam Rawalumbu 

menemui DKM Masjid At-Taqwa 

pada Senin, 21 Oktober 2024. 

Bawaslu Kota Bekasi menyatakan 

jika berdasarkan pertemuan 

Panwascam Rawalumbu dengan 

DKM Masjid At-Taqwa tidak 

terdapat kampanye di masjid. DKM 

Masjid At-Taqwa juga menyatakan 

jika pada saat itu Tri datang atas 

inisiatif sendiri ke Masjid At-Taqwa.  

Bawaslu Kota Bekasi memanggil Tri 

Adhianto pada Rabu, 23 Oktober 

2024. Bawaslu Kota Bekasi 

memanggil Tri via Zoom, hal ini 

karena pada saat itu masih dalam 

tahapan kampanye Pilkada Kota 

Bekasi 2024. Berdasarkan 

pemanggilannya, Tri menolak 

apabila dikatakan berkampanye di 

masjid, Tri datang atas keinginan 

sendiri dan dia tidak mengajak 

jemaah untuk memilihnya. 

Kemudian perihal gestur 3 jari 

bersama dengan jamaah, Bawaslu 

Kota Bekasi menyatakan jika Tri 

merasa 3 jari melambangkan sila 

ketiga Pancasila yakni “Persatuan 

Indonesia”. 

Bawaslu Kota Bekasi memutuskan 

untuk menghentikan kasus ini dan 

tidak meneruskan ke tahap 

penyidikan. Hal ini berdasarkan 

penelusuran Panwascam Rawalumbu 

dan pemanggilan Tri dimana kasus ini 

tidak memiliki bukti yang cukup. 

Bawaslu Kota Bekasi juga memiliki 

alasan dimana pelapor tidak berada di 

lokasi kejadian dan tidak bisa 

menghadirkan saksi yang hadir pada 

saat peristiwa itu terjadi. Selain itu, 

laporan hanya berbukti foto dimana 

terdapat Tri yang mengacungkan 3 jari 

bersama dengan jemaah. Bawaslu 

Kota Bekasi kembali menjelaskan 

bahwa gesture dan pose pada kasus ini 

cenderung abstrak dan tergantung 

bagaimana orang menafsirkannya, 

kecuali terdapat video berupa ajakan 

memilih, deklarasi, atau adanya APK 

di masjid tersebut. 

Kesulitan dari adanya pengawasan 

formal Bawaslu Kota Bekasi ini yakni 

jumlah Panwascam dan PKD se-Kota 

Bekasi yang tidak sebanding dengan 

jumlah masjid dan mushola se-Kota 

Bekasi. Pada kenyataanya memang 

diperlukan kerja sama secara 

menyeluruh antara Bawaslu Kota 

Bekasi dengan DMI Kota Bekasi 

untuk menciptakan koordinasi 

Panwascam dan PKD se-Kota Bekasi 

dengan DKM Masjid se Kota Bekasi. 

Bawaslu Kota Bekasi tidak 

menyangkal jika banyak kampanye di 



masjid yang tidak terdeteksi oleh 

Panwascam dan PKD se-Kota 

Bekasi. 

4. Pengawasan Informal 

Metode yang digunakan yakni 

dengan melakukan inventarisir 

jadwal kampanye ketiga 

pasangan calon yang berlaga di 

Pilkada Kota Bekasi 2024. 

Setelah menginventarisir jadwal 

kampanye, Ketua dan Anggota 

Bawaslu Kota Bekasi yang berisi 

5 orang membagi tugas di 12 

Kecamatan Kota Bekasi. Masing 

masing anggota menjadi menjadi 

Person in Charge (PIC) di setiap 

kecamatan yang ia pegang, PIC 

ini bertujuan untuk 

mengkoordinir setiap ada 

pengawasan di kecamatan 

tersebut. 

Setiap kali PIC yang turun 

langsung mengawasi proses 

jalannya kampanye, PIC selalu 

menghimbau agar melawan 

segala macam politisasi SARA, 

termasuk penggunaan masjid 

untuk kampanye politik pada 

Pilkada Kota Bekasi 2024. 

Bawaslu Kota Bekasi juga 

berkomunikasi secara informal 

memiliki grup Forum 

Komunikasi Pemimpin Daerah 

(Forkopimda) Kota Bekasi yang 

berisi pimpinan lembaga, 

instansi, serta organisasi 

kemasyarakatan di Kota Bekasi. 

Hasil dari proses pengawasan 

informal yang dilakukan oleh 

Bawaslu Kota Bekasi dalam 

mengawasi masjid dari kampanye 

politik yakni Bawaslu Kota Bekasi 

banyak sekali mendapati laporan 

dari masyarakat Kota Bekasi 

perihal adanya APK yang tersebar 

di sekitaran masjid di Kota Bekasi. 

Hal ini yang kemudian Bawaslu 

Kota Bekasi selalu mengingatkan 

kepada seluruh pasangan calon 

untuk tidak menempelkan APK di 

masjid. 

5. Pengawasan Langsung 

Bawaslu Kota Bekasi turun selama 

2 bulan mengawasi tempat ibadah 

agar tidak ada aktivitas politik di 

dalamnya, salah satunya masjid. 

Dalam model pengawasan inilah 

bagi penulis pengawasan 

partisipatif beririsan, hal ini 

dimana Bawaslu Kota Bekasi 

tentunya mengajak masyarakat 

secara langsung untuk melakukan 

pengawasan partisipatif, hal ini 

didasarkan luasnya Kota Bekasi 

dan banyaknya jumlah masjid 

yang tidak mungkin terjangkau 

oleh Bawaslu Kota Bekasi. 

Bawaslu Kota Bekasi tentunya 

memiliki strategi dalam model 

pengawasan ini, Bawaslu Kota 

Bekasi tidak henti-hentinya selalu 

menyampaikan secara langsung 



mengenai larangan kampanye di 

tempat ibadah. Dalam berbagai 

kegiatan undangannya secara 

langsung, Bawaslu Kota Bekasi 

juga mengingatkan kepada 

semua organisasi keagamaan 

agar jangan sampai tempat 

ibadah digunakan untuk 

kampanye politik. Bawaslu Kota 

Bekasi juga menitipkan 

pengawasan kepada pengurus 

struktural di tempat ibadah untuk 

menjaga tempat ibadah dari 

kampanye politik pada Pilkada 

Kota Bekasi 2024. 

Perihal kesulitan tentunya masih 

sama dengan model pengawasan 

lain, tentunya sebagai kota 

penyangga Ibukota, Kota Bekasi 

memiliki banyak sekali masjid 

dalam 1 kecamatan. Bawaslu 

tentunya tidak bisa menjangkau 

semua dan tidak memiliki alamat 

masing-masing masjid. Bawaslu 

Kota Bekasi dalam setiap 

undangannya harus secara 

langsung mengingatkan 

masyarakat akan menjaga 

kemurnian masjid dari kegiatan 

poltik. 

6. Pengawasan Tidak  Langsung 

Pada model pengawasan ini, 

Bawaslu Kota Bekasi cenderung 

pasif dalam mengawasi masjid 

dari kampanye politik pada 

Pilkada Kota Bekasi 2024. 

Bawaslu Kota Bekasi sangat 

terbuka apabila masyarakat 

menemukan adanya kampanye 

politik di masjid, masyarakat dapat 

melaporkan ke Panwascam atau ke 

Bawaslu Kota Bekasi. 

Mekanisme yang dilakukan oleh 

Bawaslu Kota Bekasi dalam 

melakukan pengawasan ini yakni 

dengan pengawasan partisipatif. 

Bawaslu Kota Bekasi memiliki 41 

kader partisipatif yang sudah MoU 

yang terdiri akan organisasi 

kemasyarakatan dan juga kampus. 

Strategi yang dilakukan oleh 

Bawaslu Kota Bekasi dalam 

menjalankan pengawasan ini yakni 

Bawaslu Kota Bekasi 

berkomitmen untuk memfasilitasi 

jika terdapat laporan kampanye 

politik di masjid pada Pilkada Kota 

Bekasi. 

Strategi yang Bawaslu Kota 

Bekasi lakukan yakni selalu 

mengarahkan kepada Panwascam 

se-Kota Bekasi untuk menerima 

laporan penggunaan masjid untuk 

kampanye politik pada Pilkada 

Kota Bekasi 2024. Hubungan 

Bawaslu Kota Bekasi dengan 

stakeholder pada model 

pengawasan ini yakni bersifat 

menunggu, hal ini dikarenakan 

memang Bawaslu Kota Bekasi 

menunggu laporan yang masuk. 

Sejatinya pengawasan ini hampir 



sama dengan pengawasan formal 

dimana hasil dari pengawasan ini 

yakni terdapat 3 laporan 

penggunaan masjid untuk 

kampanye politik pada Pilkada 

Kota Bekasi 2024. Bawaslu Kota 

Bekasi menerima kampanye Heri 

Koswara di Masjid Al-Wasilah, 

kampanye Nur Indah Harahap di 

Mushola Uswatun Hasanah, dan 

kampanye Tri Adhianto di 

Masjid At-Taqwa. 

Pada akhirnya laporan ini 

berhenti di Sentra Gakkumdu 

tepatnya di pembahasan kedua. 

Laporan ini tidak diteruskan ke 

tingkat penyidikan karena 

kurangnya bukti yang valid 

terkait dengan adanya kampanye 

di masjid pada 3 kasus tersebut. 

Kesulitan dari pengawasan ini 

yakni dalam hal laporannnya, 

banyaknya laporan yang masuk 

ke Bawaslu Kota Bekasi seperti 

laporan netralitas (ASN), 

indikasi politik uang, serta 

sengketa penumpukan banner, 

dengan begitu maka kami perlu 

membagi tugas untuk memanggil 

terlapor, saksi, dan juga pelapor 

untuk melakukan klarifikasi 

KESIMPULAN 
 

Terdapat penggunaan masjid di Kota 

Bekasi untuk kegiatan kampanye politik 

pada Pilkada Kota Bekasi 2024. 

Penggunaan masjid untuk kegiatan 

kampanye politik dilakukan oleh Ustadz 

di masjid terkait serta pasangan calon yang 

mengikuti kontestasi Pilkada Kota Bekasi 

2024. Hubungan yang berdasarkan atas 

kesamaan ideologi serta kedekatan Ustadz 

dan masjid dengan pasangan calon 

membuat adanya penggunaan masjid 

sebagai tempat kegiatan kampanye politik 

pada Pilkada Kota Bekasi 2024. 

Meskipun tercatat hanya terdapat 3 

laporan dugaan kampanye di masjid yang 

dilaporkan ke Bawaslu Kota Bekasi dan 

kemudian penulis teliti, tapi terdapat 

upaya pemenangan dari Ustadz dan masjid 

pada pasangan calon tertentu lewat 

keterdukungan dan kampanye politik di 

masjid-masjid sekitar Kota Bekasi. 

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu 

Kota Bekasi beserta organisasi 

stakeholder seperti Majelis Ulama 

Indonesia Kota Bekasi, Dewan Masjid 

Indonesia Kota Bekasi, dan yang lainnya 

masih belum cukup maksimal untuk 

menghentikan kegiatan kampanye politik 

pada masjid-masjid di Kota Bekasi. 

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu 



Kota Bekasi sudah menjangkau berbagai 

metode pengawasan yang digunakan 

oleh penulis. 

Pengawasan yang dilakukan oleh 

Bawaslu Kota Bekasi terhadap masjid 

dari kampanye politik masih cenderung 

belum maksimal, hal ini karena Bawaslu 

Kota Bekasi tidak memiliki wewenang 

mengawasi masjid, Bawaslu Kota 

Bekasi hanya memiliki wewenang 

mengawasi kampanye dari tempat 

ibadah. Bawaslu Kota Bekasi berupaya 

banyak untuk mengawasi masjid dari 

kampanye politik pada gelaran Pilkada 

Kota Bekasi. Hal ini tidak dibarengi 

dengan upaya MUI Kota Bekasi dan 

DMI Kota Bekasi untuk mengawasi 

masjid dari kegiatan kampanye politik. 

Hal ini karena MUI Kota Bekasi dan 

DMI Kota Bekasi tidak memiliki fungsi 

pengawasan terhadap masjid. MUI Kota 

Bekasi dan DMI Kota Bekasi hanya 

mengeluarkan himbauan kepada 

masyarakat dan DKM masjid se-Kota 

Bekasi untuk melarang masjid untuk 

digunakan sebagai tempat kegiatan 

kampanye politik pada Pilkada Kota 

Bekasi. 

SARAN 
 

Perlunya adanya kesadaran masyarakat, 

utamanya yakni masyarakat masjid 

(Ustadz dan DKM) untuk menjaga masjid 

dari hal-hal yang berbau politik, salah 

satunya yakni kegiatan kampanye di 

dalam masjid. Keterdukungan terhadap 

pasangan calon merupakan hal yang biasa 

ditemukan, namun membiarkan dan 

membolehkan masjid sebagai tempat 

kampanye bagi penulis merupakan hal 

yang salah, palagi sudah ada larangan 

hukum kampanye di masjid.  

Ustadz dan DKM pada seluruh masjid-

masjid di Kota Bekasi harus melarang 

adanya kegiatan kampanye di dalam 

masjid. Kesadaran dari pasangan calon 

terkait dengan larangan hukum kampanye 

di masjid juga harus hadir, jangan sampai 

karena nafsu kekuasaan proses 

menghalalkan segala cara dilakukan, salah 

satunya menggunakan masjid sebagai 

tempat kegiatan kampanye politik.  

Bawaslu Kota Bekasi seharusnya bisa 

lebih tegas dan jelas dalam penanganan 

adanya laporan dugaan kegiatan 



kampanye di masjid. Proses kerja sama 

dengan MUI Kota Bekasi, DMI Kota 

Bekasi, serta organisasi keislaman juga 

harus dilakukan secara masif pada 

gelaran kontestasi politik seperti Pilkada 

Kota Bekasi. Hal ini yang kemudian 

masjid-masjid Kota Bekasi tidak bisa 

dipolitisir kembali.  

Adapun saran penulis terhadap MUI 

Kota Bekasi serta DMI Kota Bekasi 

yakni harusnya dengan tegas kedua 

organisasi ini tampil dalam banyak ruang 

untuk menghimbau masyarakat untuk 

menjaga masjid dari kegiatan kampanye 

politik, utamanya harusnya dilakukan 

oleh DMI Kota Bekasi. MUI Kota 

Bekasi seharusnya bisa lebih banyak 

memberikan himbauan kepada Ustadz 

dan penceramah di Kota Bekasi untuk 

tidak membiarkan masjid dijadikan 

sebagai tempat kampanye politik. Begitu 

pula dangan DMI Kota Bekasi yang 

tidak hanya berperan dalam 

kemakmuran masjid, namun juga 

mengawasi masjid dari kegiatan-

kegiatan yang dilarang, salah satunya 

kegiatan kampanye politik. 
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